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BUPATI JENEPONTO 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO 

NOMOR 5 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  

NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI JENEPONTO, 

 
Menimbang  : a.  bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang tindak lanjut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 

Daerah; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah tidak 

sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu 

diubah dan ditinjau kembali; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha. 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038);  

  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
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  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601);  

  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 86); 
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  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2012 Nomor 213); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 

246). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO 

 

dan 

 

BUPATI JENEPONTO, 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

JENEPONTO NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 

PERIZINAN TERTENTU 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2O12 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 

2012 Nomor 214), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 22 dan 23 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jeneponto. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
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meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 

maupun kegiatan khusus. 

11. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak 

digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. 

12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 

gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

yang berlaku. 

13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya 

atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau 

meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan 

bangunan itu. 

14. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah 

bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan 

dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut. 

15. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian 

bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi. 

16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung 

dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
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17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung 

dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

18. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah 

persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai 

dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai 

dengan titik puncak bangunan. 

19. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang 

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 

dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan 

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau 

tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan 

cara pengenceran minuman mengandung ethanol. 

20. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat-tempat yang 

diperbolehkan/diizinkan untuk menjual minuman beralkohol 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 

Jeneponto Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras. 

21. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di 

suatu tempat tertentu. 

22. Dihapus 

23. Dihapus 

 

2. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas : 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c. Dihapus; 

d. Retribusi Izin Trayek; dan 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 

3. Ketentuan Pasal 19 dihapus.  

4. Ketentuan Pasal 20 dihapus. 

5. Ketentuan Pasal 21 dihapus. 

6. Ketentuan Pasal 22 dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 23 dihapus. 

8. Ketentuan Pasal 24 dihapus. 

9. Ketentuan Pasal 25 dihapus. 
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10. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 39 dihapus dan ketentuan huruf a 

dan huruf b Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 39 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Izin Usaha Perikanan (IUP), 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, yang terdiri atas : 

1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma 

tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah)/ha; 

2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (lebih dua 

hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah)/ha; 

3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan 

ketentuan 1 (satu) unit = 100 m2 ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima 

puluh rupiah)/m2; 

4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 

(satu) unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m3) ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus 

lima puluh rupiah)/m2; 

5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 

unit = 4 x 2 x 1.5 m3 ditetapkan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus 

rupiah)/m2; 

b. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau yang terdiri atas : 

1. usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima 

hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah)/ha; 

2. usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih 

ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ha. 

3. Dihapus 

c. Dihapus 

d. Dihapus 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Jeneponto. 
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Ditetapkan di Jeneponto 

pada Tanggal  8 September 2020 

 
BUPATI JENEPONTO,  

 

 
 

 

IKSAN ISKANDAR 
Diundangkan di Jeneponto 

pada Tanggal 8 September 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, 
 

 

 
 

M. SYAFRUDDIN NURDIN 

 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 303 
 

 

 


